LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 5§ TAHUN 2003 SERI: D

_—— - e .

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUM 2003

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
IMNAS TENAGA KERIA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANYUMAS
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NOMOR : § TAHUN 2003 SERI: D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 9 TAHIIN 20403

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERIA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbeng

a,

BUPATI BANYUMAS,

bahwa dengan telah ditetepkannyva Peraturan
Pemerintah Nomor B Tahon 2003 tentang Pedoman
Orgamsast Perangkat Dacrah dan denpan
diglibkannya fungst administrasi kependudukan,
don catatn sipil ke Badan Kependudukan, Cetatan
Sipil dan Keluarge Berencana, maka Tugas Pokok,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatnkerje Dinas
Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kabupaten
Banyumag sebagnimong dintur dalam Peraturan
Diuerah Kabupaten Banyumas Nomer 9 Tahun 2002
lentang Perubahan Aws Peraturan Daerah
Kobupsten Banyumas Womor 23 Tahun 2000
lentang Pembentukan, Susunan Crpanisasi dan
Tatakerja Dinus Dagrah Kabupaten Banyumas
sudith tidak sesuai lagi;
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Mengingat .

L.

b. bahwa sshuburgan dengan hal terscbut di atas dan
dalam rangka memngkatkan penyelengzarman
pemerintahan, pembangunan don kemasyarakatan
khususnya di bidang tenaga kerja den transmigrasi
perlu ditetapkan Peraturan  Daerah  Kabupaten
Banyumas tentang Pembentukan, Susunun
Ouganisasi Dan Tetn kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Banyumas,

Undang-undarg MNomor 13 Taohun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-Dacrah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah:

2. Undang-undang MNomor 27 Tahun 1999 |entang

I..‘J

Pemeriniahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
WNomor 60, Tambahan Lembaran Megara Nomor 3839);

Peratutan Pemenntah Momor 25 lahun 2004 tentang
Kowenangan Memerintah dan Kewenangan Propins
schbagal Dacrah Otonom (Lembaran Negara Talum
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negam Nomor
3952);

4. Pemturan Pemenintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang

Pedoman Owpanisasi Perengkat Daerah (Lembaran
Nisgarn Thun 2003 Nomor 14, Tambahao Lembaran
Nepara Nomor 4267) ;

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Megara Pendayagunsan Aparatur Nepara
Nomeor : 01'SKB/M.PAN/A2Z0S Nomor 17 Tahun
2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Pemermtah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Crrganisast Pernghkat Daersh dan Peraturan Pemerintal:
Nomar 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhzntian
Pegawai MNegeri Sipil.

Dengan Persctujuan

DEWAN FPERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menctaphin :

KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSLNAN ORGANISASI
DANTATAKERJADINAS TENAGA KERJADAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN BANYUMAS.



BARI1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daceah in vang dimaksud dengan:

Lk b —

N

. Daerah adalah Daerah EKabupaten Banyumas.
. Pemerirtah Daerah adalah Pemeriniah Kabupaten Banyumas.

. Dewan Perwakilan Rakyat Dazrah adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daezrah Ksbupaten Banyumas vang selanjutmnyadisebut DPRD.

. Bupatiadalah Bupati Banyuntas.
. Sckretaris Dacreh adalah Sckretaris Dacrah Kabupaten Banyumas.

6. Dil‘lﬁ Tenaga Kera dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Banyomas.

. Keysla Dinas adalel Kepsla Dinss Tenuga Kerja dian Toanseigrast

Kabupaten Banyumas.

. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana sebagian tugas Diras

Tenagn Keorja dan Tromsmigrosi Kabupaten Banvumas yang memiliki
wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan vang sclanjuinya disebut
UPT. ’

Jshatun Fongsional  adalsh bedudukan yang memmgubhan tugas,
tanggung {awzb, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
Satuan Organisasi yanp dalam pelaksanaan tugasoyva didasarkan pada
keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BABII
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Pernturan Daearah ini dibentuk Dinas Tenzga Kerjn dan
Transmigrasi.

BAB 111
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
Minas Tenaga Kerja dan | ransmigrast adnlah un-aur peelaksana IchcrEntah
Macrah dipimpin olch scorang Kepala yang berada di hawal dan

bertanggug jawebkepada Bupati melalu Sekretaris Daerah

" Pasald

(1) Dines Tenaga Keria dan Transmigrasi mempiunyai wgas pokok
melaksanakan kewenangan di bideng tenaga kerja dan transmigrasi;



{2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan
transmigrasi;

L. penyusunrencana dan program kegadinas;

¢, peleksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan
dan pengowason di bideng tanaga kerja dan transmmi Erasi;

d. pelaksanaan dan pengawasan peningkatan ketrampilan tenaga kerja
dantransmigrasi; ¥

e pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan omum lainys di
bidang tenaga kerja dan transmigrasi,

{ penyiapon dan pemberian inlormas) di bideng tenaga kerja dan
transmigrasi;

g. pelaksanaan knordinasi denganinstansi pemerintah dan swastia;
h. peluksanman urusan ketatansahazn dan kerumahtanggaan dinas;
i. pembinaanterhadap UPT dalam Iimgkup tugasnya:

i. pelaksanaan wgas-tueas lain vang diberikanoleh Bupar.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi terdiri dari ;

a. Kepala Dinas,
b. Begien TataTlsaha. terdiri dori -
1. ‘SubBaman Umum;
2, SubBagian Keuangan dan Bina Program,
c. Bidang Hubungan dar Pengawasaan Ketenagakerjaan, terdiri dari -
1. Seksi Norma Kerje | Keselamutan dan Kesehatan Keri
2.1 Seksi Hubungan Industrial dan Persyaralan Kerja.
d; Didang Perluasan dan Pencmpatan Tenaga Kerje, terdini dar :
1., -5cksiPerluasan dan Penempatan Tenagn Kerjn Delam Negeri;
2. Seks Penempatan [enaga Kerja Luar Negeri.
e. Bidang Transmigrasi dan Pelatihan Kerja, terdiri dari
1. Seksi Transmigrasi;
2. Seksi Pelatihan Kerja.
f. UPT,
g. Kelompok jabatan Fungsional.

(2) Bagan susuncn organisesi Dinas Tenagn Kerja dan Transmigrasi

sehagaimiana tercantum pads Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Perateran Dagrahini.



BABY
TATAKERJA
Euﬂ (]

Kepala Dinass dalam mclaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum
yang ditztapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanaken tiugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha.
Kepala Didang, Kepala Sub Bagian, Kepela Seksi, Kepnala UPT dan
Kelompok Jebatan Fungsional wajib menarapkan prinsip koordinssi,
integrasi, sinkionisasi dar simplifikasi secar vertikal dan hotisontal baik
dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainya
sesuai dengan tugas pokoknya

Pasal 8

(1) Setiap pimpinan satuan orgamsasi pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan
memberikan pedoman, bimbingan. pembinaan dan peagawasan dalam
pelaksanaan wgasnya. !

(2) Sedap pimpinan satuan orpanisasi pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi wajip mentzati peraturan perundang-undangan vang
berlake dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing seria
menyampaikan laporan sccara berkela,

Pasal 9

Tugas poxok, fungsi , uraizn tugas dan wizkerja Kepala Dinas | Bagian Tata
Usaha, Bidang, Sul: Bagian, Scksi, UPT dan Kelompok Jahatan Fungsional
pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
(1) Struktur orgarusasi dan tatakerja Dinas lenaga Kena dan Catatan Sipil
Kabupaten Banyumas yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini
berlaka, masih tetap berlaku sampail dengan pengisian formasi jabatan
berdasarkan Peraturan Diaerah i dilaksenakan.
(2) Sclamba-lambamya dalam waktu 6 (cnam) bulan scjak ditctapkannva

Peraturan Dacrah ini, pengisian formas: jabatan schagaimana
dimaksud dalam Avat | | ) harus sudah dilaksanekan.



BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

(1) Pembentukan, tugas pakok dan fungsi UPT diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

(2) PadaUPT daput dibentuk senuen organisasi di bawah KepalaUPTyang
dipimpin oleh pejabat struktural yang pembentukan, tugas pokok,
uraian tugas dan rincian tuzasnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati. '

BAD VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Daerah ini berlaku pada tonggal diundangian.
Agar setiap oreng dapat mengetahuinya, memeriniahkan pengundangan

Peraturan daerah ini dengan pencmpatanmys delam Lembaran Daerah
Kahopaten Banyumas,

Ditetapkan di Purwokerio
Pada tanggal 3 Okiober 2003

RUPATI BANYUMAS
ttd.

ARIS SETIONO
Dimmdangkan di Purwokerto

Pada tanggal 100ktober 2003

SEERETARIS DARERAH KARUPATEN BANYUMAS
Pelaksana Togas,
td.

[MAM DURORT
Wakil Bupati
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